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ABSTRACT 

This study aims to understand the concept of judicial pardon in the national 

Criminal Code, as well as to examine the comparative application of judicial 

pardon between Indonesia and the Netherlands. This research uses a normative 

legal research method, applying the statute approach, conceptual approach, 

comparative approach, and historical approach. Based on the research 

conducted, the findings are as follows: 1) In the existing legal system, the 

concept of judicial pardon is not yet recognized or implemented in Indonesia. 

The mechanism for granting pardon falls under the authority of the executive, 

namely the President, through the provision of clemency, amnesty, and abolition. 

Although judicial institutions, such as the Supreme Court, are involved in the 

consideration process, the final decision remains in the hands of the President. 

Therefore, it does not reflect the essential characteristic of judicial pardon, 

which originates from the judiciary itself. 2) The Dutch legal system has 

implemented the concept of judicial pardon, allowing active involvement of 

judicial institutions in the pardon-granting process. Although pardons are 

formally issued by the King, the decisions are based on strong judicial and 

administrative considerations. 

Keywords: Comparison; Judicial Pardon; Old Criminal Code; New Criminal 

Code. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep judicial pardon di KUHP 

nasional, serta mengetahui penerapan perbandingan judicial pardon Indonesia 

dengan Belanda. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), 

perdekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan histori 

(historical approach). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan 

bahwa: 1) Bahwa hukum existing konsep judicial pardon belum dikenal dan 

belum diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Mekanisme pengampunan di 

bawah kewenangan eksekutif, yaitu Presiden, melalui pemberian grasi, amnesti, 

dan abolisi. Meskipun lembaga yudisial, seperti Mahkamah Agung, dilibatkan 

dalam proses pertimbangan, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden, 

sehingga tidak mencerminkan ciri khas judicial pardon yang berasal dari 

lembaga peradilan itu sendiri. 2) Sistem Hukum Belanda telah menerapkan 

konsep judicial pardon yang memungkinkan keterlibatan aktif lembaga 
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peradilan dalam proses pemberian pengampunan. Meskipun pengampunan 

secara formal dikeluarkan oleh Raja, penilaiannya didasarkan pada 

pertimbangan yudisial dan administratif yang kuat. 

Kata Kunci: Perbandingan; Judicial Pardon; KUHP Lama; KUHP Baru. 

 

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma 

pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributive 

justice), melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan, kemanusiaan, dan 

keadilan substantif. Dalam praktik peradilan pidana, penyelesaian perkara tidak lagi 

selalu dititikberatkan pada pemberian penderitaan kepada pelaku, tetapi mulai 

mengakomodasi pendekatan yang lebih humanis melalui mekanisme perdamaian dan 

pemaafan oleh hakim yang dikenal sebagai rechterlijk pardon atau judicial pardon 

(Yusuf et al., 2021). Konsep judicial pardon merupakan bentuk pengampunan yang 

diberikan hakim terhadap terdakwa atau terpidana dalam proses peradilan pidana. 

Konsep ini juga dikenal sebagai non-imposing of penalty, yaitu keadaan ketika terdakwa 

dinyatakan terbukti bersalah, namun hakim tidak menjatuhkan pidana (dispensa de pena) 

(Singadimedja & Rosidi, 2021). Kehadiran konsep tersebut dimaksudkan untuk 

menghindari kekakuan hukum sekaligus mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan 

proporsionalitas pemidanaan. 

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, konsep judicial pardon mulai 

memperoleh pengakuan normatif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 54 ayat (2), yang memberikan 

ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan dalam 

pemidanaan. Ketentuan tersebut pada dasarnya mencerminkan adanya upaya pembaruan 

hukum pidana nasional yang lebih responsif terhadap perkembangan nilai keadilan di 

masyarakat. Namun demikian, penerapan judicial pardon di Indonesia masih 

menghadapi berbagai tantangan. Sebelum berlakunya KUHP Nasional yang baru, 

konsep ini belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, baik dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP). Sistem peradilan pidana Indonesia selama ini lebih menekankan asas 

legalitas sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa 

tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana 

yang telah ada sebelumnya (Meliala, 2020). Konsekuensinya, hakim cenderung terikat 

pada penerapan norma secara formal sehingga ruang diskresi untuk memberikan 

pemaafan masih sangat terbatas. 

Kondisi faktual menunjukkan bahwa judicial pardon belum sepenuhnya menjadi 

praktik yang lazim dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Nirmalasari & Maskur, 

2024). Dalam praktiknya, hakim di Indonesia masih lebih banyak menggunakan 

pertimbangan yang bersifat meringankan hukuman dibanding memberikan pemaafan 

secara langsung terhadap terdakwa (Paulina & Zulfa, 2024). Sistem peradilan pidana 

nasional juga masih cenderung menempatkan pemidanaan sebagai instrumen utama 

penegakan hukum dibandingkan pendekatan keadilan restoratif secara menyeluruh (Sari 

et al., 2024). Fenomena tersebut dapat dilihat dari beberapa perkara pidana yang 

menimbulkan perhatian publik, salah satunya kasus Nenek Minah yang dipidana karena 
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mengambil tiga buah kakao dengan nilai yang sangat kecil meskipun terdakwa telah 

mengembalikan barang tersebut dan meminta maaf. Di sisi lain, terdapat perkara tindak 

pidana dengan kerugian negara yang besar namun dipandang memperoleh putusan yang 

relatif lebih ringan. Kondisi demikian menunjukkan adanya kesenjangan antara 

kepastian hukum dan rasa keadilan substantif di masyarakat. 

Dalam perspektif hukum pidana modern, judicial pardon seharusnya dapat 

diposisikan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang lebih humanis, 

terutama dalam perkara yang memiliki dimensi sosial, kemanusiaan, dan ekonomi 

tertentu (Octafiana & Simangunsong, 2024). Konsep ini juga penting sebagai bentuk 

perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak, perempuan, lansia, dan 

penyandang disabilitas (Hanggara et al., 2024). Oleh karena itu, hakim perlu diberikan 

kewenangan diskresioner yang memadai dengan tetap didukung pedoman etik dan aturan 

teknis yang jelas agar penerapannya tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan 

(Alfret & Frans, 2023). Kehadiran KUHP Nasional yang baru sesungguhnya telah 

membuka ruang penerapan judicial pardon secara lebih progresif dan berkeadilan 

(Naibaho & Ningsih, 2026). Namun demikian, diperlukan regulasi turunan, seperti 

Peraturan Mahkamah Agung atau pedoman teknis lainnya, agar implementasi judicial 

pardon dapat berjalan secara terarah dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan serta 

kepastian hukum (Bahri, 2024). 

Di sisi lain, Belanda sebagai negara yang turut memengaruhi sistem hukum 

Indonesia telah lebih dahulu mengenal konsep rechterlijk pardon dalam sistem hukum 

pidananya. Pengaturan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan 

pendekatan pemidanaan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kemanfaatan hukum. 

Perbandingan antara Indonesia dan Belanda menjadi penting untuk memahami 

perbedaan landasan filosofis, yuridis, dan praktik penerapan judicial pardon dalam 

kedua sistem hukum tersebut. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai pengampunan dalam hukum 

pidana umumnya lebih berfokus pada grasi, amnesti, dan bentuk pengampunan dalam 

ranah eksekutif. Kusuma et al. (2025) membahas mekanisme pengampunan oleh 

Presiden melalui hak prerogatif dengan fokus pada aspek prosedural dan kepastian 

hukum. Singadimedja & Rosidi (2021) menyoroti grasi sebagai bentuk pengampunan 

eksekutif dan perlindungan hak terpidana. Farikhah (2021) mengulas reformasi hukum 

pidana serta evaluasi terhadap grasi dan amnesti dari perspektif kebijakan publik. 

Sementara itu, Sutrisno et al. (2024) lebih berfokus pada praktik pemidanaan dan 

keadilan restoratif dalam perspektif hak asasi manusia tanpa membahas judicial pardon. 

Bahri (2024) meneliti fungsi grasi sebagai instrumen koreksi terhadap putusan 

pengadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun demikian, penelitian-

penelitian tersebut belum secara khusus membahas perbandingan konsep judicial pardon 

antara Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan 

karena berfokus pada analisis perbandingan konsep judicial pardon di Indonesia dan 

Belanda, baik dari aspek filosofis, normatif, maupun implementatif. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam 

pengembangan hukum pidana dan hukum perbandingan. Secara teoritis, penelitian ini 

dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai judicial pardon sebagai bagian dari 

reformasi sistem pemidanaan modern yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan 

substantif, dan nilai kemanusiaan. Selain itu, penelitian ini juga mendorong 
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konseptualisasi ulang penerapan judicial pardon dalam sistem hukum pidana Indonesia. 

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pembentuk kebijakan, hakim, akademisi, dan praktisi hukum dalam mengevaluasi serta 

merumuskan penerapan judicial pardon di Indonesia secara lebih progresif, humanis, 

dan berkeadilan. 

B. METODE 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif yaitu penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, 

aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan 

lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Benuf & Azhar, 2020). 

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan komparatif, dengan menganalisis serta membandingkan peraturan hukum 

terkait konsep judicial pardon berdasarkan KUHP Nasional Indonesia dan hukum di 

Belanda. Bahan serta data yang digunakan yaitu antara lain: Undang-Undang Dasar, 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana tahun 2023, penelitian terdahulu, dan Wetboek Van Strafrecht (Kitab Hukum 

Undang-Undang Pidana Belanda). Hasil penelitian akan dikaji menggunakan metode 

studi kepustakaan serta dianalisis dengan teknik analisis kualitatif guna menyesuaikan 

data yang telah diperoleh dengan ketentuan hukum yang relevan terhadap isu yang 

diteliti. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Konsep Judicial Pardon dalam Sistem Hukum Indonesia 

Secara formal, konsep judicial pardon atau rechtelijk pardon belum dikenal 

secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia hingga berlakunya KUHP Nasional 

yang baru (UU No. 1 Tahun 2023). Sebelumnya, seluruh bentuk pengampunan 

terhadap terpidana sepenuhnya merupakan kewenangan eksekutif, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pasal ini mengatur bahwa Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan 

rehabilitasi (Fauzi, 2021). Bentuk pengampunan yang paling umum digunakan 

adalah grasi, yaitu pengurangan atau penghapusan pidana yang telah diputuskan oleh 

pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) (Tobing, 2023). 

Walaupun permohonan grasi disampaikan melalui Mahkamah Agung dan 

memerlukan pertimbangannya, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. 

Karena berasal dari kekuasaan eksekutif, maka grasi tidak dapat dikategorikan 

sebagai judicial pardon (Suryawan, 2021). 

Berbeda dengan grasi, judicial pardon merupakan konsep pengampunan yang 

diberikan langsung oleh hakim berdasarkan pertimbangan yudisial yang bersifat 

substantif atau yang lebih dikenal dengan Executive pardon (pengampunan 

eksekutif) (Barlian & Arief, 2017). Executive pardon adalah pengampunan yang 

diberikan oleh Presiden, bukan oleh pengadilan. Di Indonesia, ini mencakup grasi, 

amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, sebagaimana diamanatkan Pasal 14 UUD 1945 dan 

diperincikan dalam undang-undang turunan (Sukma & Cumbhadrika, 2023). Konsep 

ini berasal dari sistem hukum Belanda yang dikenal sebagai rechtelijk pardon, yang 

memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa 
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meskipun terbukti bersalah, apabila perbuatan tergolong ringan dan terdapat alasan 

kemanusiaan atau rekonsiliasi sosial (Naibaho & Ningsih, 2026). Dalam literatur 

perbandingan, judicial pardon merupakan bagian dari pendekatan keadilan restoratif 

(restorative justice), yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, 

korban, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman (Estiningtyas et al., 

2024). 

Penerapan konsep judicial pardon di Indonesia mulai mendapatkan legitimasi 

hukum dalam KUHP Nasional baru, khususnya melalui ketentuan mengenai asas 

permaafan hakim (Octafiana & Simangunsong, 2024). Dalam konteks ini, hakim 

diberi kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana jika dianggap bahwa perbuatan 

terdakwa tergolong ringan, tidak menimbulkan dampak luas, dan adanya permintaan 

maaf serta pemulihan dari pihak terdakwa kepada korban. Bahri (2024) menekankan 

bahwa ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menyeimbangkan antara 

kepastian hukum dan keadilan substantif. Meski begitu, ia juga mengingatkan bahwa 

penerapan asas ini harus diiringi dengan pedoman yang jelas agar tidak menimbulkan 

disparitas putusan di antara para hakim. 

Di Belanda, konsep serupa dikenal sebagai rechterlijk pardon, yang sejak lama 

diatur dalam Pasal 9a KUHP Belanda (Anwar, 2024). Pasal ini memungkinkan 

hakim untuk memutuskan bahwa meskipun perbuatan pidana terbukti, tidak perlu 

dijatuhkan pidana apabila tingkat keparahan tindakan rendah, terdapat sifat baik 

terdakwa, atau kondisi saat perbuatan terjadi mengindikasikan bahwa tidak 

memberikan sanksi adalah lebih tepat. Namun, putusan semacam ini harus disertai 

justifikasi tertulis mengenai alasan-alasan khususnya. Estiningtyas et al. (2024) 

mencatat bahwa praktik di Belanda juga mensyaratkan hakim memberikan alasan 

eksplisit, dan putusan tersebut tidak dapat diajukan banding atau kasasi, yang 

memperkuat kepastian hukum dalam model pardon yudisial Belanda. 

Indonesia juga tentunya kini telah mengadopsi pasal 9a KUHP Belanda sebagai 

pedoman dari Judicial Pardon. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) Pasal 54 ayat 

2 memiliki bunyi “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada 

waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar 

pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan 

dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan” yang tentunya telah 

memperkenalkan konsep Judicial Pardon, yang dimana hal tersebut memungkinkan 

hakim untuk mengambil putusan yang dimana menyatakan bahwasannya pelaku 

bersalah tetapi tidak perlu dijatuhkan pidana karena telah mempertimbangkan 

perilaku dari pelaku yang sebagaimana disebut dalam pasal 54 ayat 1 Undang-

Undang no 1 Tahun 2023. 

Dalam KUHP Nasional Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023, hakim diberikan 

kewenangan untuk menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana, namun 

hal ini hanya berlaku untuk perbuatan ringan dan dengan syarat subjektif tertentu 

misalnya keadaan pribadi terdakwa, waktu, atau kondisi setelah perbuatan serta perlu 

mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Ardiansyah & Edrisy (2025) 

menjelaskan bahwa penerapan judicial pardon ini tidak berlaku pada semua tindak 

pidana, melainkan hanya untuk jenis kejahatan yang bersifat jarimah ta‘zīr (pidana 

yang diskresional) dalam hukum pidana Islam; ia menegaskan bahwa kasus berat 
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seperti pembunuhan (jarimah hadd/qishâsh) tidak dapat dimaafkan melalui 

mekanisme ini.   

RUU KUHAP juga harus mencantumkan beberapa kriteria spesifik mengenai 

kategori tindak pidana yang dapat memenuhi syarat Judicial Pardon seperti 

terbatasnya pada tindak pidana ringan yang penjaranya dibawah satu tahun dan tidak 

menyangkut pada dampak sosial besar (Meliala, 2020). Hal tersebut tentunya 

bertujuan membatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan Judicial 

Pardon dalam kasus-kasus tindak pidana yang berat. 

Berikut merupakan tabel perbandingan antara Pasal 54 ayat (2) RKUHP 2023 

dan Wetboek Van Strafrecht pasal 9a. 

 
Tabel 1. Perbandingan antara Pasal 54 ayat (2) RKUHP 2023 dan Wetboek Van 

Strafrecht pasal 9a 

Aspek Pasal 54 ayat (2) RKUHP 2023 Pasal 9a Wetboek van Strafrecht 

(Belanda) 

Substansi Utama Hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan 

tanpa pidana (rechterlijk pardon). 

Hakim dapat menyatakan terdakwa 

bersalah tetapi tidak menjatuhkan 

pidana (rechterlijk pardon). 

Syarat Dilakukan terhadap tindak pidana yang 

ancaman pidananya ≤ 5 tahun penjara, dengan 

mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa 

serta keadaan pada waktu perbuatan dilakukan 

dan sesudahnya. 

Tidak secara limitatif ditentukan 

dalam pasal, melainkan berdasarkan 

penilaian hakim terhadap keadaan 

pribadi terdakwa dan keadaan sekitar 

tindak pidana. 

Tujuan Memberikan ruang kemanusiaan, keadilan 

substantif, dan proporsionalitas dalam 

pemidanaan. 

Memberikan fleksibilitas hakim 

untuk mengutamakan keadilan 

substantif di atas kepastian pidana. 

Kedudukan 

dalam Sistem 

Pemidanaan 

Secara eksplisit diatur sebagai bagian dari 

ketentuan umum pemidanaan dalam RKUHP. 

Sudah lama menjadi bagian dari 

sistem hukum pidana Belanda, 

digunakan sebagai yurisprudensi 

penting dalam perkara ringan. 

Karakteristik Lebih restriktif karena ada batasan ancaman 

pidana maksimal (≤ 5 tahun). 

Lebih fleksibel, tidak ada batasan 

eksplisit ancaman pidana, bergantung 

pada interpretasi hakim. 

Arah Kebijakan Baru diperkenalkan di Indonesia melalui 

RKUHP sebagai adopsi dari praktik hukum 

Belanda. 

Sudah mapan dan menjadi instrumen 

klasik dalam sistem hukum Belanda. 

(Sumber: Hasil Analisa Penulis) 

 

Meski judicial pardon kini mulai diakomodasi secara normatif dalam KUHP 

Nasional, tantangan implementasi tetap besar. Krisnamurti (2025) menyoroti bahwa 

belum adanya harmonisasi antara KUHP, KUHAP, dan UU Kekuasaan Kehakiman 

dapat menghambat operasionalisasi permaafan hakim. Tanpa prosedur dan 

mekanisme yang jelas, diskresi hakim dalam memberikan pengampunan bisa 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena 

itu, ia menyarankan perlu adanya pengaturan lebih lanjut dalam hukum acara pidana 

yang merinci prosedur pemberian judicial pardon. 

Dalam penelitian lainnya, Sutrisno et al. (2024) menekankan pentingnya revisi 

terhadap KUHAP untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap tindakan hakim 

yang memaafkan terdakwa. Mereka menekankan bahwa prinsip judicial pardon 
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hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh sistem peradilan pidana yang 

terintegrasi, transparan, dan mengutamakan rehabilitasi terdakwa. Tanpa dukungan 

sistemik, asas ini hanya akan menjadi norma yang tidak dapat diterapkan secara 

efektif dalam praktik. 

Dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia tidak memberikan kewenangan 

kepada lembaga peradilan untuk memberikan pengampunan secara langsung kepada 

terpidana setelah putusan final (Iswara, 2020). Kewenangan lembaga peradilan 

terbatas pada proses peradilan, dan setelah putusan final, peran hakim berakhir 

kecuali dalam mekanisme luar biasa seperti peninjauan kembali (PK) (Muhlizi, 

2015). Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum Indonesia menempatkan fungsi 

pengampunan secara eksklusif di ranah eksekutif (Perbawa, 2014). Oleh karena itu, 

meskipun istilah judicial pardon mungkin mulai diperbincangkan dalam wacana 

akademik dan perbandingan hukum, secara normatif belum ada dasar hukum maupun 

praktik nyata yang mendukung implementasi judicial pardon di Indonesia hingga 

saat ini. 

Ketidakhadiran konsep judicial pardon dalam sistem hukum Indonesia dapat 

ditelusuri dari karakteristik sistem presidensial dan sistem peradilan pidana nasional 

yang memisahkan secara tegas fungsi kekuasaan eksekutif dan yudikatif. 

Pengampunan atau pengurangan hukuman dipandang sebagai bagian dari kebijakan 

politik negara dan bukan hasil dari penilaian yudisial yang bersifat objektif terhadap 

fakta dan hukum dalam perkara. Oleh karena itu, meskipun hakim memiliki peran 

penting dalam menentukan pidana, mereka tidak memiliki kewenangan untuk 

meringankan atau membatalkan putusan mereka sendiri atas dasar kemanusiaan atau 

keadilan substantif setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. 

Berbeda halnya dengan judicial pardon yang berkembang di beberapa negara 

Eropa, seperti Belanda, yang memberikan ruang kepada lembaga peradilan untuk 

memberikan pengampunan atas dasar pertimbangan yudisial tertentu. Dalam sistem 

tersebut, hakim memiliki diskresi untuk mempertimbangkan keadaan luar biasa yang 

mungkin tidak dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan biasa, seperti 

perubahan signifikan dalam keadaan terpidana, bukti baru yang tidak cukup untuk 

PK, atau alasan kemanusiaan lainnya. Konsep ini berangkat dari pandangan bahwa 

keadilan tidak selalu selesai di meja hijau, dan bahwa pengampunan yudisial dapat 

menjadi sarana koreksi dalam sistem peradilan. 

Ketiadaan judicial pardon di Indonesia juga berdampak pada terbatasnya 

mekanisme koreksi hukum dari dalam sistem peradilan itu sendiri. Meskipun 

terdapat upaya luar biasa seperti peninjauan kembali (PK), mekanisme ini hanya 

dapat diajukan jika terdapat bukti baru (novum) atau kekeliruan nyata dalam 

penerapan hukum. Sementara itu, dalam judicial pardon, hakim tidak harus 

menunggu novum, melainkan dapat menggunakan penilaian yudisial untuk 

memberikan pengampunan atau pembebasan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem 

Indonesia lebih mengandalkan pendekatan formalistik dan prosedural dibandingkan 

pendekatan substantif dan kemanusiaan dalam hal pengampunan pidana. 

Dengan demikian, absennya judicial pardon dalam sistem hukum Indonesia 

menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan pembaruan 

hukum pidana nasional. Dalam konteks reformasi hukum, pengembangan konsep ini 

dapat menjadi alternatif untuk memperkuat fungsi korektif dalam sistem peradilan 
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pidana, sekaligus memperluas ruang keadilan substantif bagi individu yang telah 

dijatuhi pidana. Apalagi, dengan semakin kompleksnya dinamika sosial dan hukum, 

fleksibilitas dalam penanganan perkara melalui mekanisme judicial pardon bisa 

menjadi pelengkap terhadap sistem yang terlalu kaku. Oleh karena itu, penting untuk 

menjadikan judicial pardon sebagai bagian dari wacana pembaruan hukum nasional 

yang lebih humanis dan adaptif 

 

2. Konsep Judicial Pardon dalam Sistem Hukum Belanda 

Konsep judicial pardon di Belanda merupakan bagian dari sistem hukum yang 

memberikan ruang bagi pengadilan atau lembaga yudisial untuk mempertimbangkan 

dan memberikan pengampunan dalam keadaan tertentu (Fadli & Zukriadi, 2025). 

Dalam sistem ini, meskipun pengampunan formal tetap berada di bawah kewenangan 

Raja (sebagai kepala negara), pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pertimbangan 

hukum dan administratif yang kuat, termasuk masukan dari lembaga peradilan. Hal 

ini menunjukkan bahwa sistem hukum Belanda mengakui kemungkinan adanya 

kesalahan dalam proses peradilan atau keadaan luar biasa yang memerlukan 

intervensi hukum meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap. 

Di Belanda, pardon atau pengampunan diatur dalam Gratiewet (Undang-

Undang tentang Pengampunan) yang memungkinkan seorang terpidana untuk 

mengajukan permohonan pengampunan kepada Raja. Namun, yang membedakan 

dari sistem di Indonesia adalah bahwa dalam praktiknya, permohonan pengampunan 

di Belanda sangat dipengaruhi oleh penilaian dari lembaga-lembaga yudisial, seperti 

jaksa penuntut umum dan hakim yang sebelumnya menangani perkara (Farikhah, 

2018). Ini memberikan nuansa judicial yang kuat karena lembaga peradilan secara 

aktif terlibat dalam menilai kelayakan pengampunan, bukan hanya sebagai pemberi 

pertimbangan administratif. 

Lebih lanjut, pengampunan di Belanda dapat diberikan atas dasar 

pertimbangan kemanusiaan, seperti kondisi kesehatan yang memburuk, usia lanjut, 

rehabilitasi yang terbukti, atau situasi luar biasa lain yang tidak mungkin 

dipertimbangkan secara penuh dalam proses peradilan awal. Prinsip keadilan 

substantif sangat ditekankan, di mana tujuan dari judicial pardon bukan hanya 

sebagai bentuk belas kasihan, tetapi sebagai bentuk koreksi terhadap kemungkinan 

ketidakadilan yang tersisa setelah proses hukum selesai (Nirmalasari & Maskur, 

2026). Hal ini mencerminkan sistem hukum yang fleksibel namun tetap berbasis 

hukum (rule of law). 

Selain itu, pengampunan di Belanda bukan berarti penghapusan sepenuhnya 

terhadap kejahatan atau pidana, tetapi dapat berupa pengurangan hukuman, 

pembebasan bersyarat lebih awal, atau perubahan bentuk hukuman (Maulana et al., 

2023). Oleh karena itu, judicial pardon di sana memiliki bentuk yang lebih variatif 

dan dapat disesuaikan dengan situasi konkret yang dialami oleh terpidana. Ini 

menunjukkan bahwa sistem hukum Belanda memberikan ruang bagi pendekatan 

individualistik dalam pelaksanaan pidana, suatu hal yang masih belum diakomodasi 

dalam sistem hukum Indonesia secara menyeluruh. 

Dari perspektif sistem peradilan pidana, keterlibatan aktif lembaga yudisial 

dalam proses pengampunan menunjukkan bahwa Belanda menganut prinsip bahwa 
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keadilan tidak selesai hanya pada penjatuhan putusan, melainkan juga mencakup 

tindak lanjut terhadap efek dari pidana tersebut. Dengan demikian, hakim atau 

lembaga yudisial memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam memastikan 

bahwa eksekusi pidana tetap menjunjung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Ini 

merupakan bentuk koreksi internal terhadap sistem hukum yang lebih partisipatif dan 

adaptif terhadap realitas sosial. 

Secara keseluruhan, konsep judicial pardon di Belanda menggambarkan 

sistem hukum yang tidak hanya formalistik, tetapi juga mempertimbangkan aspek 

substantif dari keadilan. Keterlibatan lembaga peradilan dalam pengampunan 

menunjukkan bahwa Belanda menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan 

proporsionalitas sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan. Model ini dapat 

menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam merancang pembaruan hukum, 

khususnya jika ingin mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan responsif 

terhadap perubahan dalam kehidupan masyarakat dan kebutuhan perlindungan hak-

hak terpidana. 

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum 

pemberlakuan KUHP Nasional, konsep judicial pardon belum dikenal dan diterapkan 

dalam sistem hukum Indonesia. Mekanisme pengampunan di Indonesia masih 

sepenuhnya berada di bawah kewenangan eksekutif, yaitu Presiden, melalui pemberian 

grasi, amnesti, dan abolisi. Meskipun lembaga yudisial, seperti Mahkamah Agung, 

dilibatkan dalam proses pertimbangan, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden, 

sehingga tidak mencerminkan ciri khas judicial pardon yang berasal dari lembaga 

peradilan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih 

berorientasi pada pendekatan formalistik dan memisahkan secara tegas antara kekuasaan 

eksekutif dan yudikatif. 

Sementara itu dalam sistem hukum Belanda, konsep judicial pardon 

memungkinkan keterlibatan aktif lembaga peradilan dalam proses pemberian 

pengampunan. Meskipun pengampunan secara formal dikeluarkan oleh Raja, 

penilaiannya didasarkan pada pertimbangan yudisial dan administratif yang kuat. Dalam 

praktiknya, pengampunan dapat diberikan atas dasar keadilan substantif, termasuk alasan 

kemanusiaan, rehabilitasi, atau keadaan luar biasa lainnya. Hal ini menunjukkan sistem 

hukum Belanda lebih fleksibel dan memberi ruang bagi koreksi hukum dari dalam sistem 

peradilan, sebagai wujud nyata dari prinsip rule of law yang adaptif dan humanis.  

Sehubungan dengan itu Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model judicial pardon 

di Belanda sebagai bahan kajian dalam reformasi hukum nasional. Pasca pembelakuan 

ketentuan Pasal 54 KUHP Nasional, konsep judicial pardon hendaknya dapat diterapkan 

ke dalam sistem peradilan pidana nasional yang lebih adil, substantif, dan responsif 

terhadap dinamika sosial serta perlindungan hak-hak terpidana secara lebih manusiawi. 
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